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1.1. Latar Belakang 
 Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan bagi negara Indonesia, sehingga pengelolaan pajak membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi. Suatu negara dapat dikatakan mandiri apabila negara tersebut mampu mengelola pajaknya dengan benar. Indikator pengelolaan pajak yang benar antara lain mampu mengelola pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang dibayar oleh warga negara tersebut dengan tepat guna. 
Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara ini adalah pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan menurut UU nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu: 1) Pihak yang menerima penghasilan atau penjualan atau pemberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. 2) Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. 
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	Pada dasarnya setiap perusahaan dituntut untuk memahami prosedur dan mekanisme PPh Pasal 23 khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang dikenakan kepadanya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Pengabaian terhadap kewajiban membayar pajak dapat juga disebut sebagai perlawanan pajak. Bentuk perlawanan tersebut, bisa berupa perlawanan aktif  maupun pasif. Perlawanan pajak aktif adalah mengabaikan seluruh kewajiban pajak yang seharusnya tertanggung. Konsekuensi untuk  pengabaian jenis ini adalah dikenakan saksi dan denda. Adapun perlawanan  pajak pasif adalah mengabaikan keterlambatan pajak, konsekuensinya adalah didenda.
Kewajiban membayar PPh Pasal 23 juga  berlaku di PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS). Dalam hal ini PT IAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan pemeliharaan dan perawatan komponen pesawat. Perusahaan ini sejak berdiri tanggal 24 November 1987 sebagai anak perusahaan PT Pelita Air Service (PT PAS) yang berlokasi di Pondok Cabe dan menempati areal seluas lebih 110 ha.
PT IAS memiliki beberapa mitra kerja dan klien, supplier, juga kontraktor. Sebagai mitra kerja setiap transaksi harus memiliki pertanggungjawaban terhadap pajak. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri  Keuangan  No.PMK-244.03/2008. Adapun besaran pajaknya sebagaimana tercantum dalam SPT tahunan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Atas transaksi jasa pelayanan pemeliharaan dan perawatan komponen pesawat, PT IAS sebagai pihak penerima pekerjaan. Telah melaksanakan mekanisme pemotongan pajak sesuai dengan regulasi. Regulasi yang dimaksud 
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adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 244/ PMK 03/ 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 UU PPh No 36 tahun 2008 imbalan atas jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan yang ada dalam kwintansi. PT IAS sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23 wajib membayar PPh Pasal 23 tersebut ke kas negara. 
	Sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa pelayanan pemeliharaan dan perawatan komponen pesawat, PT IAS mencatat biaya-biaya pendapatan yang timbul dari jasa yang diberikannya. Adapun jumlah penghasilan bruto pada Januari 2017 sebesar Rp 308.584.680 dan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% sebesar Rp 6.171.694. Sedangkan jumlah penghasilan bruto pada Februari 2017 sebesar Rp 138.221.242 dan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif  2% sebesar Rp 2.764.425. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya penurunan jumlah penghasilan bruto pada Februari lebih kecil dari pada jumlah penghasilan bruto Januari. 
	Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan magang di PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS), ditemukan beberapa masalah terkait prosedur pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pertama, Mitra kerja PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) belum memahami prosedur dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 23. Kedua, Surat penawaran harga oleh mitra kerja PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) belum dihitung berdasarkan kewajiban PPh Pasal 23. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis membuat judul penelitian "Analisis Proses Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)" yang sudah menerapkan mekanisme PPh Pasal 23. 
1.2. Identifikasi Masalah
	Setelah melakukan pengamatan dan pencermatan, penulis dapat mengidentifikasikan masalah-masalah di atas sebagai berikut.
1. Mitra kerja PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) belum memahami prosedur dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 23. 
2. Surat penawaran harga oleh mitra kerja PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) belum dihitung berdasarkan kewajiban PPh Pasal 23.
1.3. Pembatasan Masalah	
			Adapun pembatasan masalah ini yang penulis cermati secara teori akan dibahas pada kegiatan usaha perusahaan serta menjadi pembenahan dan perubahan yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Agar pembahasan masalah ini tidak meluas dan menyimpang dari materi pokoknya, maka penulis hanya meneliti masalah yang berkaitan dengan Analisis Proses Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) .
1.4. Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah yang di identifikasi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskannya sebagai berikut. 
1. 	Bagaimana proses pemotongan PPh Pasal 23 pada  PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) dalam memberikan jasa kepada mitra kerjanya ?
2.  Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada  PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) ?	
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3.  Bagaimana perhitungan PPh Pasal 23 pada  PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) ?			
1.5. Tujuan Penelitian	
			Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dibayarkan oleh PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe.
	1.6. Manfaat penelitian
	1.6.1.	Teoritis 
1. Sebagai bahan pengetahuan tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pajak.				
2.  Sebagai teori analisis bahan penambah wawasan dibidang ilmu perpajakan.
	 1.6.2. Praktis
				 1. Bagi Universitas Pamulang
Sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum di Universitas Pamulang Khususnya Akuntansi dalam bidang Perpajakan, selanjutnya yang akan menyusun tugas akhir.

	
2.	Bagi Perusahaan
Untuk memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 pada " PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)" dan kesesuaiannya dengan UU dan peraturan perpajakan yang berlaku.
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